
SALINAN 

BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 53 TAHON 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peratu ra.n Pemerinta.h Nomor 18 Tah un 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana tela.h diubah dengan 
Pera turan Pemerintah Nomor 72 Tah un 20 19 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
20 16 tentang Perangka.t Daerah dan Pa.sal 8 Peraturan 
Daerah Kabupaten Gun ung Mas Nomor 7 Tahun 20 19 
tentang Pembentukan dan Su sunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susu nan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberda.yaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan 
Pemerin ta.h Kabupaten Gu n ung Mas; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Ka.bupaten Ka.tingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timu r d i Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 4 Nomor 6, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaiman a telah diu ba h beberapa ka li terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 



Menetapkan 

-2-

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tab un 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
7 Tahun 20 l 9 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran 
Daerah Kabupalen Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 270.a); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dala:m Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas 
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Gunung Mas. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Pen,-,akilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. J abatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai 
aparatur sipil negara yang bertanggung jawab 
melaksanal(an kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan 
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka 
kredit. 

BAB II 
PENETAPAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 

- - ------·-. ,ABAG HUKUM KASUBBAG 
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4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 
Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak 
Anak, m embawahkan: 
a) Seksi Perlindungan Kekerasan Perempuan dan 

Anak; 
b) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif; dan 
c) Seksi Hak Sipil dan Kesejahteraan, 

d. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; 
dan 

e. unit pelal<sana teknis dinas. 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 5 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak di Daerah Kabupaten 

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijal<an teknis di bidang 

pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga 
berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, 
kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data 
gender dan anal<, perlindungan hak perempuan, 
perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak 
anak; 

b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan 
kriteria di bidang pengendalian kuantitas 
penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga kualitas hidup perempuan, 
kualitas keluarga, data gender dan anak, 
perlindungan hak perempuan, perlindungan 
khusus anal< dan pemenuhan hal< anak; 

c. pelal<sanaan pemadu an dan sinkronisasi kebijakan 
pengendalian kuantitas penduduk kualitas hidup 
perempuan, kualitas keluarga, data gender dan 
anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan 
khusus anak dan pemenuhan hak anak; 

d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan 
edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan 
keluarga berencana serta bidang Keluarga 
Berencana, kualitas hidup perempuan, kualitas 
keluarga, data gender dan anak, perlindungan hak 
perempuan, perlindungan khusus anak dan 
pemenu han hak anak; 

KABAG HU KUM KA SUBBAG 7 
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e. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh 
KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB; 

f. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian 
kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 

g. pelaksanaan pelayanan KB; 
h. pelaksanaan pern berdayaan dan peningkatan 

peranserta organisasi kemasyarakatan dalam 
pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber 
KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

1. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; dan 

J. Pernbinaan kelompok jabatan pelaksana dan 
jabatan fungsional. 

BAB IV 
TATA KERJA DINAS 

Pasal 6 

( 1) Dalam rnelaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi 
dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik 
dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun 
instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing
rnasing. 

(2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perernpuan dan 
Perlindungan Anak berkewajiban dan bertanggung 
jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan 
petunjuk-petunjuk, mengendalikan dan mengawasi 
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk 
dan tanggung jawab kepada atasannya masing
masing serta menyampaikan laporan tepat pada 
waktunya. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 
organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak yang berasal dari bawahan, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun 
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan 
petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

. ···- ·--- ...,_ __ _ 
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(3) Pembinaan kepegawaian pada Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan oleh 
Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 9 

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Gunung Mas. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala 
ketentuan mengenai Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pero berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dalam Peraturan Bupati Gunung Mas 
Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Serita 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 
383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 

Ketentuan mengenai: 
a . bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian 

Penduduk, K.eluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam 
Lampiran I; dan 

b . tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran fl, 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

, ABAG HUKUM KASUBBAG7 
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Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 31 Desember 2019 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAVA SAMAYA MONONG 
Diun dan gkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 3 1 Desember 2019 

Salinan sesuai den gan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

GUANHI , SH 
NIP. 196511 10 1 9203 1 013 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 490 



ST: 
D: 
KE: 
PE: 
p: 

RUKTUR ORGANISASI 
rAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
LUARGA BERENCANA, 
DERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
RLINDUNGAN ANAK (TIPE A) 

DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK,KELUARGA 

BERENCANA, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

I 

LAMPIRARI 
PERATURAl'f BUPATI GUNURG IIAS 
NOMOR 53 TAHUN 2019 
TENTABG 
KEDlJDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS DAN Ft 
KERJA DIRAS PEKGENDALIAN PENDUDUK, KELUA 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUl 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG 

SEKRETARIAT 

'GSI BERTA TATA 
.GA BERENCANA, 
GAN ANAK DI 

MAS 

KELOMPOK JABFUNG ---------------

I I 
SUBBAG SUBBAG SUBBAG 

PERENCABAAN DAN 1JMUM DAN KEUANGAN DAN 
EVALUASI KEPBGAW.AIAN ASET 

I 

I I I I 

BIDANG PENGENDALIAN BmANG BmANG BmANG PERLllfDUNGAN BAK 
PENDUDUK,PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

DAN PENGGERAKAN KETAHANAN DAN PEREMPUAN, KELUARGA, KHUSUS ANAK DAN 
KESEJAHTERAAN' KELUARGA GENDER DAN ANAK PEMENUHAN RAK ANAK 

■ ■ I ■ 

SEKSI SEKSI JAMINAN BER-KB SBKSI SEKSIPERLINDUNGAN - ADVOKASIDAN - DAN KESERTAAN BER-KB PBLBMBAGAAN, KEKERASAB -PENGGERAKAN 
i--

PBNGARUSUTAMAAN GBNDBR PEREMPUAN DAN ANAK 
DAN PBMBBRDAYAAN 

PBRBMPUAN 
SEKSI SEKSI SEKSI LINGKURGAN - PEMBINAAN DAN - KETAHANAN BALITA, i-- KBLUARGA DAN 

KETENAGAAN REIIAJA DAN LANSIA PBNGASUHAN ALTERRATIF 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI RAK SIPIL DAN - PENGENDALIAN - PEMBERDAYAAN SISTEM DATA INFORMASI - KESEJAHTERAAN 
PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA - GENDER DAN ANAK 

:UNUNGMAS, 

UPTD 
■ 

JAYA SAMAYA MONONG 



NO NAMA JABATAN 

1 . Kepala Dinas 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR % TAHUN 2019 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS 

TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

TUGAS POKOK 

Membantu Bupati memimpin, 
membina, mengkoordinasikan, 
merencanakan, penetapan program 
kerja, tatakerja, dan pengembangan 
semua kegiatan Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlind ungan Anak serta bertanggung 
jawab atas terlaksananya tugas dan 
fungsi Dinas 

FUNGSI 

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di 
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pem berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, sesuai kewenangan Kabupaten 
agar kegiatan dan program dapat berjalan dengan 
baik; 

2. perumusan konsep sasaran pembangunan 
kabupaten di Bidang Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak sesuai arah kebijakan yang 
ditetapkan; 

3 . pembinaan terhadap 
melaksanakan tu gas dan 
pelaksanaan tugas yang 
dilaksanakan den gan baik; 

bawahan 
fungsinya 

diberikan 

dalam 
agar 

dapat 

4. pengkoordinasian antara unit kerja di lingkungan 
Badan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas; 

I\ABAG HUKUM KAS UoBAG7 



NO NAMA JABATAN 

a. Kepala Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi 

- 3 -

TUGASPOKOK 

Membantu Sekretaris dalam 
menyusun, merencanakan, 
mengkoordinasikan program/ 
kegiatan, anggaran, pemantauan, 
evaluasi, pelaporan dan 
mengkompilasikan semua usulan dari 
bidang-bidang di lingkungan Oinas 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

FUNGSI 

1. persiapan dan pengumpulan bahan dan data 
untuk perencanaan dan kegiatan Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

2. persiapan penyusunan hasil pemantauan, 
penilaian dan pengembangan di Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

3 . persiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
dan evaluasi program dan kegiatan Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

4. persiapan dan penyusunan rancangan peraturan 
yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

5. pengumpulan dan dokumentasi hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

6. pengumpulan dan dokumentasi peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

7 . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas kepada sekretaris; 

8. pemberian petunjuk dan pembinaan kepada 
bawahan; dan 

9 . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan . 

KABAG HUKUM KASUBBAG7 



NO NAMA JABATAN 

b. Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

c. Kepala Sub Bagian 
Keuangan dan Aset 

- 4 -

TUGAS POKOK 

Membantu Sekretaris dalam bidang 
peny1apan bahan untuk keperluan 
surat menyurat, perlengkapan, 
urusan rumah tangga, administrasi 
perjalanan dinas, protocol, 
humas/perpustakaan, inventarisasi 
barang serta perencanaan dan 
pengembangan pegawai, mutasi, 
peningkatan disiplin, kesejahteraan 
pegawai dan organisasi / tatalaksana. 

Membantu Sekretaris dalam bidang 
keuangan dan Aset. 

FUNGSI 

1. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

2. persiapan, pemeliharaan perlengkapan dan 
peralatan kantor; 

3. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; 
4. pengelolaaan arsip dan barang inventaris kantor; 
5. pengumpulan dan dokumentasi kegiatan, peralatan 

dan diinventasiskan; 
6. penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian; 
7. pembantuan dalam persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan protokoler; 
8. persiapan bahan untuk kegiatan dalam dan luar 

kantor; 
9. persiapan usulan peralatan kantor; 

10. pelaksanaan urusan rumah tangga perlengkapan 
kantor; 

11. pemberian petunjuk dan pembinaan kepada 
bawahan; dan 

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimpinan. 

1. pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan dan 
aset organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak. 

2. penyusunan rencana anggaran, perubahan 
anggaran dan penatausahaan keuangan; 

3. penyelenggaraan urusan keuangan, 
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, 
tindak laniut LHP dan pengelolaan sarana; 

l<AB.!\G HU KUM KASU88AG 7 



NO NAMA JABATAN 

2. Sekretaris 

- 2 -

TUGAS POKOK 

Mempersiapkan bahan koordinasi, 
pembinaan, pengendalian serta 
bim bingan dalam pelaksanaan 
program dan peraturan perundang
undangan, pelayanan administrasi 
kepegawaian, keuangan, urusan 
rumah tangga, ketatausahaan dan 
pelaporan. 

FUNGSI 

5. pengevaluasian dan pelaporan sosialisasi 
pelaksanaan tugas secara triwulan kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah; 

6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati 
tentang pelaksanaan tugas yang terkait dalam 
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anal<; dan 

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 

l . persiapan bahan koordinasi pelaksanakan 
penyusunan program, anggaran belanja dan 
pelaporan; 

2. persiapan bahan ketentuan peraturan 
undangan dibidang Pengendalian 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
dan Perlindungan Anak; 

3. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
4 . pelaksanaan urusan keuangan; 

perundang
Penduduk, 
Perempuan 

5. pelaksanaan urusan rumah tangga dan 
ketatausahaan; 

6. pelaksanaan urusan perpustakaan dan hubungan 
masyarakat; 

7. pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi 
perkantoran; 

8. pemberian bimbingan terhadapbawahan dalam 
melaksanakan tugas; 

9. 
10. 

pelaksanaan evaluasj serta pelaporan tugas/fungsi; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 

••3~G HUKUM KASU BBAG 



NO 

3. 

NAMA JABATAN 

Kepala Bidang Pengendalian 
Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan 

- 5 -

TUGASPOKOK 

Melaksakan kebijakan teknis dibidang 
pengendalian penduduk, Penyuluhan 
dan Penggerakkan di Kabupaten 
Gunung Mas. 

FUNGSI 

4. penghimpunan peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan; 

5. pelaksanaan administrasi gaJI pegawai lingkup 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pem berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan 
keuangan; 

7. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung
jawaban pengelolaan keuangan; 

8. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 
bendahara; 

9. pemberian petunjuk dan pembinaan kepada 
bawahan; dan 

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 

1. perumusan 
Pengendalian 
Penggerakan; 

kebijakan 
Penduduk, 

daerah di 
Penyuluhan 

bidang 
dan 

2. pelaksanaan NSPK di bidang Pengendalian 
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 

3. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sistem 
informasi keluarga; 

4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian 
kuantitas penduduk; 

5 . pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) 
pengendalian penduduk; 

l<ABAG HUKUM KASUBBA67 



NO NAMA JABATAN 

a. Kepala Seksi Advokasi dan 
Penggerakan 

- 6 -

TUGAS POKOK 

Mempersiapkan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, 
prosed ur dan kriteria serta 
peman tauan dan evaJuasi 
pelaksanaan Advokasi dan 
penggerakan 

FUNGSI 

6. perumusan kebijakan telmis daerah di bidang 
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan; 

7 . pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran 
serta organisasi kemasyarakatan di tingkat 
kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk, 
Penyuluhan dan Penggerakan; 

8. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB 
(PKB / PLKB); 

9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan; 

10. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
PengendaJian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan; 

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 

1. Persiapan perumusan kebijakan daerah di bidang 
Ad vokasi dan Penggerakan; 

2. Penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis sesua1 dengan Perundang
undangan yang berlaku sebagai acuan fasilitas, 
advokasi, pembinaan dan pergerakan keluarga 
berencana di bidang Penyuluhan dan Pergerakan; 

3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran 
serta organisasi kemasyarakatan di tingkat 
kabupaten di bidang PengendaJian Penduduk, 
Penyuluhan dan Penggerakan; 

4. Persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebiiakan di bidang Advokasi dan Penggerakan; 

,--------KABAG HUKUM KASUBBAG7 



NO NAMA JABATAN 

b. Kepala Seksi Pembina.an dan 
Ketenagaan 

- 7 -

TUGAS POKOK 

5. 

6. 

7. 

8. 

Mempersiapkan bahan pembinaan, 1. 
pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, 
prosedur dan kriteria serta 2. 
pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan bidang Penyuluhan dan 
Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader 3. 
KB 

4. 

5 . 

6. 

FUNGSI 

Persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di Bidang Advokasi dan Penggerakan; 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
Advokasi dan Penggerakan; 
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
Bidang Advokasi dan Penggerakan; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 
Persiapan perumusan kebijakan daerah dibidang 
Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan 
PKB / PLKB dan Kader KB; 
Penyiapan bahan berdasarkan keperluan untuk 
Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan 
PKB/PLKB dan Kader KB; 
Pembina.an, memfasilitasi, mengembangkan dan 
mendayagunakan PKB/PLKB dan Kader KB 
berdasarkan petunjuk teknis agar menjadikan 
PKB/PLKB dan Kader KB yang berkualitas; 
Persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang Penyuluhan dan 
Pendayagunaan Pembina.an PKB/PLKB dan Kader 
KB; 
Persia.pan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di Bidang Penyuluhan dan 
Pendayagunaan Pembina.an PKB/PLKB dan Kader 
KB; 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembina.an 
PKB/PLKB dan Kader KB; 

J(ABAG HUKUM KASUBBAG7 

Iv 



NO NAMA JABATAN 

c. Kepala Seksi Pengendalian 
Penduduk 

- 8 -

TUGAS POKOK FUNGSI 

7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan 
Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB; dan 

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

Mempersiapkan bahan pembinaan, 1. 
pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, 2. 
prosedur, kriteria, pemantauan dan 
evaluasi pemaduan, pemetaan 3. 
perkiraan serta sinkronisasi kebijakan 
pengendalian penduduk, dan 4. 
infonnasi keluarga 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9 . 

10. 

Persiapan perumusan kebijakan daerah dibidang 
Pengendalian Penduduk dan Infonnasi Keluarga; 
pelaksanaan NS PK dibidang Pengendalian 
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem 
informasi keluarga; 
pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 
peme1intah daerah dalam rangka pengendalian 
kuantitas penduduk; 
pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) 
pengendalian penduduk; 
Persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan 
lnformasi Keluarga; 
Persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Informasi Keluarga; 
Pelal<sanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; 
Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
Bidang Pengendahan Penduduk dan lnformasi 
Keluarga; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

r -< ~BAG HUK LI M KASUBB AG7 
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NO 

4. 

NAMA JABATAN 

Kepala Bidang Keluarga 
Berencana, Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

- 9 -

TUGAS POKOK 

Melaksanakan kebijakan teknis 
dibidang Keluarga Berencana, 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga. 

FUNGSI 

1. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang 
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga; 

2. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang 
Keluarga Berencana, Ketahanan clan Kesejahteraan 
Keluarga; 

3 . pelaksanaan penyelenggaraan n orma, standar 
prosedur dan kriteria di bidang Keluarga 
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga; 

4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, 
pengendalian dan pendistribusian alat obat 
kontrasepsi; 

5. pelaksanaan Pelayanan KB; 
6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB; 
7 . pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang 

pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha 
mikro keluarga; 

8. pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga 
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
bidang keluarga berencana, kesejahteraan dan 
ketahanan keluarga; 

10. pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan 
tugasnya; dan 

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
p1mpman. 

IKABAG HUKUM! KASUBBAG 
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NO NAMA JABATAN 

a. Kepala Seksi Jaminan Ber
KB dan Kesenaan Ber-KB 

b . Kepala Seksi Ketahanan 
Balita, Remaja dan Lansia 

- 10 -

TUGASPOKOK 

Mempersiapkan bahan pembinaan, 1. 
pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, s tandar, 
prosedur dan kriteria serta 2. 
pemantauan dan evaluasi pembinaan 
dan peningkatan kesertaan ber - KB, 
dan evaluasi jaminan pelayanan KB di 3. 
Kabupaten dan kota, serta 
pengendalian dan pendistribusian 
alokon di Kabupaten dan kota. 4 . 

5. 
6. 

7. 

8 . 

Mempersiapkan bahan pembinaan, 1. 
pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, 
prosedur dan kriteria serta 2 . 
pemantauan dan evaluasi pembinaan 
ketahanan keluarga, balita, remaJa 
dan lansia. 3. 

FUNGSI 

Persiapan perumusan kebijakan teknis daerah di 
bidang Jaminan Ber-KB dan pembinaan Kesenaan 
Ber-KB; 
pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar 
prosedur dan kriteria di bidang Jaminan Ber-KB 
dan pembinaan Kesertaan Ber-KB; 
pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, 
pengendalian dan pendistribusian alat obat 
kontrasepsi; 
pelaksanaan Pelayanan KB; 
pelaksanaan pem binaan kesertaan Ber KB; 
Pengevaluasi kegiatan Pelayanan KB dan Keluarga 
Berencana Keliling (TKBK) sesuai dengan bidang 
program yang sudah berjalan untuk bahan selanjutnya; 
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
Bidang Jaminan Ber-KB dan pembinaan Kesert aan 
Ber-KB; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 
Persiapan perumusan kebijakan teknis daerah di 
bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Remaja 
dan Lansia; 
pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar 
prosedur dan kriteria di bidang Bina Ketahanan 
Keluarga, Balita, Remaja dan Lansia; 
Pembinaan dan Pengkoordinasian pelaksanaan 
program dan kegiatan di Seksi Ketahanan Keluarga 
Balita, Remaja dan Lansia; 

'\.\BAG HUKUt.1 KASUBBAG 7 



NO 

- 11 -

NAMA JABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 

4. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaksanaaan 
kebijakan teknis sesuai dengan penyelenggaraan 
program dan kegiatan untuk keperluan pelaksanaan 
Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Bina keluarga lansia (BKL) dan Kelompok PIK 
Remaja /Mahasiswa dan Kelompok KB lainnya; 

5. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
Bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Remaja 
dan Lansia; dan 

6 . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

c. Kepala Seksi Pemberdayaan I Mempersiapkan bahan pembinaan, I 1. Persiapan perumusan kebijakan teknis daerah di 
bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 
pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar 
prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan 
Keluarga Sejahtera; 

Keluarga Sejahtera pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norrna, standar, I 2. 
prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi 
pemberdayaan keluarga sejahtera I 3 . pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang 

pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha 
mikro keluarga; 

4. Pengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi 
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan 
keperluan sebagai bahan pembuatan kebijakan 
khususnya dalam hal Peningkatan Ekonomi Keluarga; 

5. Pengkoordinasian dan Pembinaan Kelompok UPPKS dan 
Kelompok Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga 
lainnya sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 
untuk kemajuan dan keberhasilan kelompok tersebut; 

6. Pengevaluasi kegiatan bidang Pemberdayaan Keluarga 
Sejahtera; 

[i<ABI\G HUKUi,il KASU8 8AG7 
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NO 

5. 

- 12 -

NAMA JABATAN TUGAS POKOK 

Kepala Bidang Kualitas Hidup Melaksanakan kebijakan teknis di 
Perempuan, Keluarga, Gender Bidang Kualitas Hidu p Perempuan, 
dan Anak Kualitas Keluarga, Data Gender dan 

Anak; 

FUNGSI 

7. pemberian bim bingan teknis dan fasilitasi di 
Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan 

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

1. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga; 

2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pelaksanaan pengarusu tamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

3. persiapan perumusan kajian kebijakan 
pelaksanaan pengarusu tamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

6 . persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga; 



- 13 -

NO NAMA J ABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 

7. persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
8. persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan; 
9. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga 
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak 
anak; 

10. pemantauan, analisis, evaluasi 
pen era pan kebijakan 
pengarusutamaan gender dan 
perempuan di b idang ekonomi, 
hukum dan kualitas keluarga; 

dan pelaporan 
pelaksanaan 

pemberdayaan 
sosia l, politik 

11. persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender dan anak; 

12. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender dan anak; 

13. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender dan anak; 

14. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervise penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender dan anak; 

15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi 
gender dan anak; 

' , Ai3AG HUKIJl,1 KA.SUBBAGl 
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NO NAMA JABATAN 

a. Kepala Seksi Pelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan 

- 14 -

TUGAS POKOK FUNGSI 

16. pengelolaan sistem informasi gender dan anak 
serta pengelolaan website ( e-gov); dan 

17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
oimoinan. 

Melaksanakan kebijakan teknis Seksi 1. 
Pelembagaan Pengarustamaan Gender 
dan Pemberdayaan Perempuan 
Bidang Kualitas Keluarga, Ekonomi, 2 . 
Sosial, Politik dan Hukum. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

pers1apan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi; 
persiapan forum koordinasi penyusunan kebijal<an 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
persiapan perumusan kajian kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
persiapan koordinasi dan sinkronisasi penera pan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gen d er 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi; 
persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender 
di bidang ekonomi; 
pers1apan standarisasi lembaga penyedia layanan 
perempuan di bidang ekonomi; 

L_ _ _j_ ___________ ___ _L_ _ _ _______________ .1_ ________________ ______ ____ ....... .,,,..,.i:--
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NO NAMA J ABATAN TOGAS POKOK FUNGSI 

9. pemantauan, analisis, evaluasi 
penerapan kebijakan 
pengarusutamaan gender dan 
perempu an di bidang ekonomj; 

dan pelaporan 
pelaksanaan 

pemberdayaan 

10. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 

11 . persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik 
dan hukum; 

12. pers1apan perumusan kajian kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik 
dan hukum; 

13. persiapan koordinasi dan sinkronisasi pen era pan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum; 

14. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum; 

15. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 

16. persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender 
di bidang sosial, politik dan hukum; 

KABAG HUKUt,1 KASU SBAG7 
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NO NAMA JABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 

17. persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik 
dan hukum; 

18. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
dan 

19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

20. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ku alitas keluarga; 

21. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 

22. 

23. 

persiapan 
pelaksanaan 
pemberdayaan 
keluarga; 

perumusan kajian kebijakan 
pengarusutamaan gender dan 
perempuan di bidang kualitas 

persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 

24 . persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pelaksanaan pengarusu tamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 

l , l31l.G IWKUMf KASUBBAG7 
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NAMA JABATAN TUGASPOKOK 

b. Kepala Seksi Sistem Data I Melaksanakan kebijakan teknis seksi 
Informasi Gender dan Anak Sistem Data , Informasi Gender dan 

Anak 

FUNGSI 

25. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga 
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak 
anak; 

26. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
pen era pan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; dan 

27. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

1. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; 

2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pelaksanaan pengarusu tamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 

3. persia pan 
pelaksanaan 
pem berdayaan 
keluarga; 

perumusan kajian kebijakan 
pengarusutamaan gender dan 
perempuan di bidang kualitas 

4 . persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 

5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga; 

f{ABAG HUKUM I KASUBBAG l 
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NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

6 . persiapan bahan pem berian bim bingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; 

7 . pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pelalrnanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; 

8 . pers1apan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
inforrnasi gender di bidang kualitas keluarga; 

9. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi gender di bidang kualitas 
keluarga; 

10. persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengu mpulan, pen golahan, analisis dan penyajian 
da ta dan informasi gender di b idang kualitas 
keluarga; 

11. persiapan koordin asi dan s inkronisasi pen erapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, anaJisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga; 

12. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan , analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga; 

• 1<ABAG HU KUM KASUBBAGI 



NO 

6. 

NAMA JABATAN 

Kepala Bidang Perlindungan 
Hak Perempuan, Perlindungan 
Khusus Anak dan Pemenuhan 
Hak Anak 
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TUGASPOKOK 

Melaksanakan kebijakan teknis di 
Bidang Perlindungan Perempuan, 
Perlindungan Khusus Anak dan 
Pemenuhan Hak Anak 

FUNGSI 

13. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
su perv1s1 penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga; 

14. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga 
dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak 
anak; 

15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang kualitas keluarga; dan 

16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

1. persiapan perumusan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

2. persiapan perumusan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

l<ABAG HUKUMI KASUBBAGl 
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NO NAMA JABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 
-----------

3. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam si tuasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

4. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 

5. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

6. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

7. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagal<erjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan oran_g_;_ 

1-<ABAG HUKUM ! KASUBBAG7 
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NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

8. persiapan koordinasi clan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalarn rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

9. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 

10. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalarn rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

11. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superv-isi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

KABAG HUKUM KASUBBAcil 
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NO NAMA JABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 

12. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervis1 penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

13. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan perlindungan perempuan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

14. pemantau an, analisis , evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

15. pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

16. persiapan perumusan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

1 7 . persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
di bidang perlindungan khusus anak; 

F~t,.3AG HUKUMI KAS UBBAG1 
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18. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

19. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

20. pers1apan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

21. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

22. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

23. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

24. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan 
kh usu s anak; 

25. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
infonnasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 

26. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan inforrnasi kekerasan terhadap perempuan 

27. 
dan anak; 
persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi kekerasan terhadap perempuan 

...._ _ __._ _ ___ _ ________ ---1.. _______ _ ____ ____ ~1_-~ d~an~an~.::::a~k:.1-; - - -----------..---""""'~ --
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28. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

29 . persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan inforrnasi kekerasan terhadap 
perem puan dan anak; 

30. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpu.lan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 

31. pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

32. persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil , informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

33. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

~ ~A.BAG HUKUMI KASUBBAG7 
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34. persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 
kreativitas dan kegiatan budaya; 

35. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan buclaya; 

36. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

37. persiapan bahan pemberian birnbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil , informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

38. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait 
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 

39. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hak anak_; __ 

i <. /\SAG HU KUM ! KASUBBAGl 
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40. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pemenuh an hak 
anak; 

41. persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pemenuh an hak 
anak; 

42. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi d i bidang pemenuhan 
hak anak; 

43. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan 
hak anak; 

44. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

45. persiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerin tah, non pemerintah, dan dunia 
usaha; 

46. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak; 

4 7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak; dan 

48. oelaksanaan tuflas lain vanfl diberikan oleh oimoinan. 
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NAMA JABATAN TUGASPOKOK 

a. Kepala Seksi Perlindungan Melaksanakan kebijakan teknis Seksi 
Kekerasan Perempuan dan Perlindungan, Kekarasan Perempuan 
Anak dan Anak 

FUNGSI 

1. pers1apan perumusan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidan a perdagangan 
orang; 

2 . persiapan perumusan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaa n perempuan 
korban kekerasan di dalam ru mah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

3. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
di bidang pen cegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidan g ketenagakerjaan, dalam situasi daru rat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

4. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusu s serta dari tindak 
pidan a perdagangan orang; 

5 . persia pan perumu san kaj ian kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perem puan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam s ituasi darurat dan kondisi 
khusu s serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

,,AcH\G HUKUM KASUBBAG 
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6. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

7. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi kh usus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 

8 . persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

9. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 

10. persiapan. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
<la.lam situasi darurat dan kondisi khu sus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

. -
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11. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

12. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; m ) p enyiapan penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah 
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 
pidana perdagangan orang; 

13. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

. 
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14. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

15. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang perlindungan perempuan; 

16. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang perlindungan 
perempuan; 

17. persiapan perumusan kaj ian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang perlindungan 
perempuan; 

18. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, an a lisis dan 
penyajian data dan inforrnasi di bidang 
perlindungan perempuan; 

19. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang 
perlind ungan perem puan; 

20. persiapan bahan pemberian b imbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang perlindungan perempuan; 

I I I I jRABAG HO KO MI KASUBBlG-
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NO NAMA JABATAN 

b. Kepala Seksi Lingkungan 
Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif 
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TUGAS POKOK 

Melaksanakan kebijakan teknis Seksi 
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif dan Pendidikan, 
Pemanfaatan Waktu Luang dan 
Kegiatan Budaya 

FUNGSI 

21. pemantauan, analjsis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan inforrnasi di bidang 
perlindungan perempuan; dan 

22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

1. persiapan perumusan kebijal{an di bidang 
perlindungan khusus anak; 

2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
di bidang perlindungan khusus anak; 

3. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

6 . persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

7. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi a nak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan 
khusus anak; 

9. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyaJ1an data dan 
informasi di bidang perlindungan khusus anak; 
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NO NAMA JABATAN TUGASPOKOK 

I I ~- I I 

FUNGSI 
- - -

10. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang perlindungan khusus 
anak; 

11. persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang perlindungan khusus 
anak; 

12. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan khusus anak; 

13. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan khusus anak; 

14. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang perlindungan khusus anak; 

15. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan khusus anak; dan 

1 7. pelaksanaan tu gas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 
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c. Kepala Seksi Hak Sipil dan Melaksanakan kebijakan teknis Seksi 
Kesejahteraan Hak Sipil, Informasi, Partisipasi, 

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

FUNGSI 

1. persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingku ngan, keseh atan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

3. persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak s ipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 
kreativitas dan kegiatan budaya; 

4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

6 . persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak s ipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
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7. persiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia 
usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

8. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningatan kualitas h idup anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

9. pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait 
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan bu daya; 

10. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi dj bidang pemenuhan hak anak; 

11. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pemenuhan hak 
anak; 

12. persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi di bidang pemenuhan hak 
anak; 
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13. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan 
hakanak; 

14. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan 
hakanak; 

15. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
superv1s1 penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak; dan 

17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 


